Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Plj

Vg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG
Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara
pengesahan nikah yang diajukan oleh:
XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir: Kurnia/27 November 1984, Agama
Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Supir Paket, tempat tinggal di
XXXX, Provinsi Sumatera Barat, No HP XXXX, dalam hal ini
memilih domisili elektronik dengan alamat email: XXXX dalam
hal ini sebagai Pemohon I;
XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir: Koto Beringin/15 November 1990,
Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat tinggal di XXXX, Provinsi Sumatera Barat, No Hp
XXXX, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat
email:: XXXX dalam hal ini sebagai Pemohon lI;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai
Para Pemohon, terkecuali dalam amar penetapan ini;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Maret
2024 telah mengajukan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi
Pengadilan (Ecourt) permohonan pengesahan nikah yang didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor
195/Pdt.P/2024/PA.Plj, tanggal 06 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:
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1. Bahwa
Pemohon | dengan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan XXXX
pada tanggal 18 Maret 2019 di rumah orang tua Pemohon Il XXXX;

2. Bahwa
yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon Il yang
bernama Ramli yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan
seorang Penghulu yang bernama Sudirman, dan disaksikan oleh 2
orang saksi yaitu Widio dan Ridho, dengan mahar uang sebesar Rp.
100.000-, (seratus ribu rupiah) Tunai;

3. Bahwa
Status sewaktu menikah Pemohon | berstatus Duda cerai hidup
dengan akte cerai Nomor: 0214/AC/2021/PA.Plj; dan Pemohon I
berstatus Janda Cerai Hidup dengan akte cerai Nomor:
0049/AC/2019/PA.PJj;

4. Bahwa
antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan yang
menghalangi untuk menikah, seperti pertalian darah, sepersusuan,
semenda dan lain sebagainya;

5. Bahwa
selama Pemohon | dengan Pemohon II menikah tidak ada warga
masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon lI;

6. Bahwa
dari pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il telah dikaruniai 1 (satu)
orang anak vyang bernama: XXXX, Tempat/tanggal Lahir:
Dharmasraya/02 Februari 2020, Jenis Kelamin Perempuan, umur 4
tahun;

7. Bahwa
Pemohon | dan Pemohon Il selama menikah tidak pernah bercerai dan
tidak pernah murtad;

8. Bahwa

sebelum menikah Pemohon | dengan Pemohon Il tidak mengurus
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administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke Kantor Urusan
Agama (KUA), Kecamatan Tiumang;

9. Bahwa
sekarang Pemohon | dengan Pemohon Il sangat memerlukan bukti
terjadinya pernikahan tersebut untuk membuat Buku Nikah, Kartu
Keluarga, Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya di kantor
pemerintahan;

10. Bahwa
Pemohon | dan Pemohon Il sanggup membayar panjar biaya perkara
sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon I
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung c.q. Majelis Hakim
kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan
penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon

Il yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2019 di rumah orang tua

Pemohon Il XXXX, Provinsi Sumatera Barat;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk

mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Tiumang;

4, Menetapkan biaya perkara yang berlaku menurut hukum;
Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah
datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai
dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan
isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon | mengaku bahwa pada saat ia
menikah dengan Pemohon I, ia berumur 40 tahun;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon Il mengaku bahwa pada saat
ia menikah dengan Pemohon |, ia masih berumur 34 tahun;
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Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon | mengaku bahwa pada saat ia
menikah dengan Pemohon I, berstatus Duda cerai hidup dengan akte cerai
Nomor: 0214/AC/2021/PA.PI;;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon Il mengaku bahwa pada saat
ia menikah dengan Pemohon I, berstatus Janda Cerai Hidup dengan akte cerai
Nomor: 0049/AC/2019/PA.PJj;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-daliinya telah
mengajukan alat bukti berupa Akta Cerai Nomor: 0214/AC/2021/PA.PI;;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan menyerahkan
kepada Hakim untuk memutuskan yang terbaik bagi para Pemohon dan yang
isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang

Bahwa selanjutnya hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini lau
menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya
diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan mengurus untuk
membuat Buku Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan surat-surat penting
lainnya di kantor pemerintahan; yang harus melalui Penetapan Pengadilan
Agama Pulau Punjung, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga
Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan
hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang
telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah
diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman
Pengadilan Agama Pulau Punjung, sesuai dengan Pedoman Pelaksnaan Tugas
dan Administrasi Peradilan Agama Buku Il Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan
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berdasarkan Keputusan Ketua  Mahkamah  Agung RI Nomor:
KMA/032/SK/V1/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak
ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut
permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan
Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi
dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut apakah
sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak
melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib
pembuktian;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah
tidak tercatatnya perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il di Kantor Urusan
Agama setempat sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan dalam duduk
perkara, oleh karena itu Pemohon | dengan Pemohon Il bermaksud
mengajukan pengesahan perkawinan mereka kepada Pengadilan Agama Pulau
Punjung agar pernikahan Pemohon terlindungi secara hukum dan
mendapatkan buku nikah (akta nikah) sebagai bukti resmi dari perkawinan
Pemohon tersebut sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon | mengakui sebelumnya telah
menikah dengan Rini Kumala binti Aminullah dan bercerai pada 12 Oktober
2021 di Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor Akta Cerai:
0214/AC/2021/PA.PIj;

Menimbang, bahwa Pemohon | menerangkan kehidupan rumah tangga
Para Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara, Pengakuan mana
didasarkan kepada penglihatan dan pendengarannya sendiri, maka Hakim
berpendapat keterangan Pemohon | tersebut telah memenuhi pasal 311 dan
312 R.Bg dan pasal 1925-1928 BW terhadap suatu Pengakuan;

Menimbang, Bahwa Para Pemohon telah mengakui telah menikah tidak
tercatat tertanggal 18 Maret 2019 menerangkan tentang Pernikahan Para
Pemohon pada tanggal tersebut, Pengakuan tersebut beralasan hukum dan
menguatkan bukti Permohonan Pemohon sehingga hakim berpendapat
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pengakuan tersebut dapat diterima;
Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti dan Pengakuan tersebut
di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkara yang diajukan para Pemohon adalah perkara
pengesahan nikah;

2. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah menikah secara syariat
Islam pada tanggal 18 Maret 2019 di rumah orang tua Pemohon Il di XXXX;
3. Bahwa Pemohon | bercerai dengan Rini Kumala pada Tanggal 12
Oktober 2021 di Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Bahwa Pemohon | saat akad nikah dilaksanakan Pemohon | masih
terikat pernikahan dengan orang lain, dan Pemohon Il berstatus Menikah;
Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, hakim
memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan
rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh para Pemohon adalah syarat dan
rukun perkawinan menurut agama Islam sehingga Pemohon Il mengabaikan
serta bertentangan dengan ketentuan peratuaran perundang-undangan yang
berlaku pasal 39 jo pasal 3 Undang-undang nomor 1 tahun1974;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, hakim
memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.P|j

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan
kepada Pemohon | dan Pemohon Il mendaftarkan pernikahannya ke Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tiumang, guna melakukan pembaharuan
pernikahan (tajdid Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka petitum angka 3 (tiga) ditolak;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang_Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada
Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan
hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il ditolak;

2. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan dan

memperbaharui pernikahan (Tajdid Nikah) di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Tiumang;

3. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk

membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145000,00 ( empat puluh lima

ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Pertimbangan Putusan Hakim yang
dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 09 Agugstus 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 4 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Afif Waldy, S.H.l sebagai Hakim
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Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga dan disampaikan juga kepada para pihak melalui aplikasi
Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt), oleh Hakim tersebut dibantu oleh

Rahmadina Zaid, SH sebagai Panitera Pengganti;

Hakim Ketua

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti

Rahmadina Zaid, SH
Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP : Rp. 60.000,-

2. Proses : Rp. 75.000,-

3. Meterai : Rp. 10.000.,-
Jumlah Rp. 145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)
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